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Abstract

Value Added Tax (VAT) is the main instrument in increasing state revenue in Indonesia. The policy of
increasing the VAT rate from 11% to 12%, as stipulated in the Harmonization of Tax Regulations Act,
aims to strengthen state revenue, reduce dependence on foreign debt, and adjust the rate to
international standards. However, this VAT rate increase policy raises concerns for the public that it
may affect people's purchasing power, inflation, and economic stability, which in turn affects national
income both directly and indirectly. This study aims to analyze the impact of the policy on national
income, people's purchasing power, and economic stability. The approach used is the literature study
method, by reviewing literature related to VAT and relevant economic factors. The results of the
analysis show that although an increase in the VAT rate can increase state revenue, it has the potential
to reduce people's purchasing power and trigger inflation, especially in an unstable global situation.
In the context of Islamic economics, the application of the ihtisab principle is important to ensure that
this policy is implemented fairly and does not burden the community.
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Abstrak

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi instrumen utama dalam meningkatkan penerimaan negara di
Indonesia. Kebijakan kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12%, yang tertuang dalam Undang-Undang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan, bertujuan untuk memperkuat penerimaan negara, mengurangi
ketergantungan pada utang luar negeri, dan menyesuaikan tarif dengan standar internasional. Namun,
kebijakan kenaikan tarif PPN ini menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat yang memungkinkan
akan pengaruhnya terhadap daya beli masyarakat, inflasi, dan stabilitas ekonomi, yang pada akhirnya
mempengaruhi pendapatan nasional baik secara langsung maupun tidak langsung. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan tersebut terhadap pendapatan nasional, daya beli
masyarakat, dan stabilitas ekonomi. Pendekatan yang digunakan adalah metode studi pustaka, dengan
menelaah literatur terkait PPN dan faktor ekonomi yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa
meskipun kenaikan tarif PPN dapat meningkatkan penerimaan negara, namun berpotensi menurunkan
daya beli masyarakat dan memicu inflasi, terutama dalam situasi global yang tidak stabil. Dalam
konteks ekonomi Islam, penerapan prinsip ihtisab menjadi penting untuk memastikan bahwa kebijakan
ini dilaksanakan secara adil dan tidak memberatkan masyarakat.

Kata kunci: Kenaikan PPN; Pendapatan Nasional; Stabilitas Ekonomi; Ihtisab
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PENDAHULUAN

Pajak menjadi salah satu sumber utama pendapatan negara yang diatur oleh Undang-
Undang yang dan berasal dari kontribusi masyarakat kepada kas negara. Menurut data
Sekretariat Kabinet Rl (2023), pajak memegang peranan penting bagi perekonomian
Indonesia, menyumbang sekitar 64,6% dari sumber penerimaan negara (Putri, 2024). Pajak
Pertambahan Nilai menjadi salah satu jenis pajak yang berperan penting bagi penerimaan
pajak, yang dikenakan pada setiap tahap transaksi barang atau jasa atas nilai tambah yang
dihasilkan.

Pemerintah telah menetapkan kebijakan fiskal yaitu kenaikan tarif PPN yang bermula
dari 11% meningkat menjadi 12% yang akan mulai berlaku pada tahun 2025, sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
(UU HPP). Menurut Pasal 7 ayat (1) UU HPP, tarif PPN sebesar 11% berlaku sejak tanggal 1
April 2022, sedangkan tarif baru yaitu sebesar 12% akan mulai diterapkan paling lambat pada
1 Januari 2025. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto,
menyatakan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara,
mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri, dan menyelaraskan tarif dengan standar
internasional. (Tempo, 2024).

Namun, kebijakan kenaikan tarif PPN ini menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat
yang memungkinkan akan pengaruhnya terhadap daya beli masyarakat, inflasi, dan stabilitas
ekonomi, yang pada akhirnya mempengaruhi pendapatan nasional. Secara langsung,
kebijakan ini berpotensi meningkatkan penerimaan pajak, namun secara tidak langsung,
dapat menekan konsumsi masyarakat akibat peningkatan harga barang dan jasa. Hal ini
berisiko menghambat pertumbuhan ekonomi dan mempengaruhi kontribusi sektor konsumsi
terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan berpotensi meningkatkan inflasi.

Selain itu, dinamika daya beli masyarakat, terutama pada kelompok berpendapatan
rendah, menjadi tantangan besar yang harus diperhatikan. Ketidakseimbangan dampak
kebijakan ini berpotensi memunculkan ketimpangan ekonomi, yang pada akhirnya dapat
memengaruhi stabilitas pendapatan nasional secara keseluruhan. Dalam perspektif ekonomi
syariah, prinsip ihtisab yang mengutamakan keadilan dan pengawasan terhadap harga barang
serta kebijakan ekonomi memiliki relevansi penting dalam memastikan bahwa kenaikan tarif
PPN ini tidak menjadi beban yang tidak adil bagi masyarakat. Dengan penerapan prinsip ini,
kebijakan pajak diharapkan dapat dikelola dengan memperhatikan keseimbangan antara
kebutuhan negara dan perlindungan masyarakat.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dampak kenaikan tarif PPN terhadap
pendapatan nasional, daya beli masyarakat, dan stabilitas ekonomi. Selain itu, penelitian ini
juga mengeksplorasi penerapan prinsip ihtisab sebagai pendekatan alternatif dalam
mengawasi kebijakan fiskal, sehingga mendukung terciptanya keadilan ekonomi yang
berkelanjutan.
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TINJAUAN PUSTAKA

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak tidak langsung yang dikenakan atas
konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) di wilayah Indonesia, yang juga
dikenal sebagai Daerah Pabean. Setiap pihak, termasuk individu, perusahaan, dan pemerintah
diwajibkan untuk membayar PPN saat mengonsumsi BKP atau JKP. Penerapan PPN diatur oleh
Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, yang menetapkan bahwa semua barang dan jasa
termasuk dalam kategori BKP atau JKP, kecuali jika ada pengecualian yang disebutkan secara
jelas dalam undang-undang tersebut (Kementrian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak).
Dalam mekanismenya, produsen atau penjual berfungsi sebagai perantara vyang
mengumpulkan pajak dari konsumen dan menyetorkannya kepada pemerintah. Akhirnya,
beban PPN ditanggung oleh konsumen akhir melalui penambahan harga pada barang atau
jasa yang mereka konsumsi (PT Hansel Primatech Asia (FlazzTax), 2024).

Sebagai salah satu instrumen perpajakan yang paling penting, PPN memegang peranan
krusial dalam menunjang pendapatan negara. Dana yang diperoleh dari PPN digunakan untuk
membiayai berbagai kebutuhan publik, seperti penyediaan layanan masyarakat,
pembangunan infrastruktur, dan program-program pembangunan lainnya. Namun, kebijakan
tarif PPN tidak lepas dari pengaruh terhadap berbagai aspek ekonomi. Kenaikan tarif PPN,
misalnya, dapat menyebabkan lonjakan harga barang dan jasa yang berimbas pada daya beli
masyarakat, terutama di kalangan kelompok berpenghasilan rendah. Selain itu, kenaikan tarif
PPN juga berpotensi memicu inflasi, yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi. Oleh karena
itu, pengelolaan tarif PPN perlu dilakukan dengan penuh kehati-hatian untuk meminimalkan
dampak negatif terhadap masyarakat, sekaligus mendukung keberlanjutan pendapatan
negara.

PPN juga mencerminkan kebijakan fiskal pemerintah yang berupaya untuk
mendukung keseimbangan ekonomi sekaligus menjamin kesejahteraan masyarakat.
Pengecualian untuk barang dan jasa tertentu merupakan langkah strategis yang diambil untuk
memastikan bahwa kebutuhan dasar tetap terjangkau dan tidak menambah beban yang
berlebihan bagi masyarakat. Oleh karena itu, PPN tidak hanya berperan sebagai sumber
pendapatan negara, tetapi juga sebagai instrumen yang mencerminkan keadilan sosial dan
perlindungan terhadap kelompok rentan.

Pendapatan Nasional

Salah satu indikator utama yang digunakan untuk menilai kondisi perekonomian suatu
negara adalah pendapatan nasional. Penghitungan pendapatan nasional memberikan
gambaran tentang seberapa jauh perkembangan ekonomi telah dicapai, termasuk jumlah
total pengeluaran untuk barang dan jasa yang dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Selain
itu, data ini dapat digunakan untuk memperkirakan arah pertumbuhan ekonomi di masa
depan, membantu pelaku usaha dalam merencanakan aktivitas ekonomi, dan menjadi dasar
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untuk kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk mendukung pembangunan vyang
berkelanjutan.

Beberapa konsep utama termasuk dalam pendapatan nasional, termasuk Pendapatan
Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Bruto (GDP), Produk Nasional Bruto (PNB) atau
Produk Nasional Bruto (GNP), dan Pendapatan Nasional (NI) atau Pendapatan Nasional. Selain
itu, pendapatan per kapita sering digunakan sebagai alat untuk mengukur tingkat kemajuan
ekonomi. Apabila pendapatan per kapita terus meningkat secara konsisten dalam jangka
panjang, perekonomian dianggap berkembang.

Daya Beli

Daya beli yang tinggi mencerminkan kepuasan konsumen terhadap suatu produk, yang
dipengaruhi oleh persepsi konsumen tentang kualitas produk dan kemampuan produk
memenuhi keinginan dan harapan konsumen, sehingga meningkatkan keberhasilan produk
di pasar (Prasetya, 2021). Menurut Salma Faizah & Ajimat (2022), daya beli konsumen
merujuk pada kemampuan individu untuk membeli barang atau jasa, dan hal ini memiliki
dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan itu, Supawi
Pawengan (2016) menekankan bahwa daya beli masyarakat adalah kemampuan konsumen
dalam memperoleh barang atau jasa yang mereka butuhkan.

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa daya beli mencerminkan
kemampuan individu untuk membeli barang atau jasa yang diperlukan. Daya beli yang tinggi
juga menunjukkan tingkat kepuasan konsumen terhadap produk yang mereka pilih. Hal ini
sangat penting karena konsumsi yang meningkat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
Dengan kata lain, daya beli konsumen berperan sebagai salah satu pendorong utama
perekonomian.

Daya beli konsumen dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling terkait, mencakup
aspek ekonomi, sosial, dan psikologis. Salah satu contohnya adalah kenaikan tarif Pajak
Pertambahan Nilai (PPN), yang menunjukkan bagaimana perubahan kebijakan fiskal secara
langsung dapat berdampak pada daya beli masyarakat. Hal ini menjadi sebuah tantangan
besar, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah yang mengalami kesulitan dalam
mengalokasikan pendapatan mereka untuk konsumsi.

Menurut Supawi Pawenang (2016), ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi daya
beli, antara lain:

1. Tingkat Pendapatan: Pendapatan merupakan hasil atau imbalan yang diterima seseorang
sebagai penghargaan atas tenaga, pikiran, atau jasa yang telah mereka berikan, biasanya
dalam bentuk upah, gaji, atau sumber penghasilan lainnya. Pendapatan merupakan salah
satu faktor utama yang memengaruhi daya beli. Ketika pendapatan seseorang meningkat,
kemampuan untuk membeli barang dan jasa cenderung ikut meningkat. Sebaliknya jika
pendapatan menurun daya beli seseorang juga akan berkurang.

2. Tingkat Pendidikan: Pendidikan memiliki peran penting dalam memengaruhi daya beli
seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin besar kemungkinan mereka
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memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan, prioritas, dan cara memenuhi
kebutuhan tersebut.

3. Tingkat Kebutuhan: Setiap individu memiliki kebutuhan yang berbeda, yang dipengaruhi
oleh faktor lingkungan, gaya hidup, dan kondisi sosial-ekonomi. Sebagai contoh,
kebutuhan masyarakat perkotaan cenderung lebih kompleks dibandingkan dengan
masyarakat pedesaan. Di perkotaan, kebutuhan seperti biaya perumahan, dan layanan
utilitas sering kali lebih tinggi dibandingkan masyarakat di pedesaan. Sehingga daya beli
di perkotaan cenderung lebih besar dan di pedesaan biasanya memiliki kebutuhan yang
lebih sederhana dan biaya hidup yang lebih rendah untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

4. Kebiasaan Masyarakat: Pada era modern masyarakat cenderung lebih konsumtif,
ditandai dengan meningkatnya pembelian barang atau jasa berdasarkan tren dan gaya
hidup. Konsumerisme ini menjadi salah satu faktor yang memengaruhi daya beli, karena
pola hidup yang mengikuti tren sering kali mendorong masyarakat untuk mengalokasikan
lebih banyak dana untuk konsumsi.

5. Harga Barang: Ketika ada kenaikan harga suatu barang, daya beli konsumen biasanya
menurun. Ini karena konsumen mungkin tidak mampu lagi untuk membeli barang atau
jasa dalam jumlah yang sama seperti sebelumnya, akibat peningkatan harga. Menurut
hukum permintaan, ketika harga suatu barang meningkat, permintaan cenderung
menurun karena konsumen berusaha mencari alternatif yang lebih terjangkau. Sebaliknya
jika harga barang mengalami penurunan, daya beli konsumen bisa meningkat. Ini
menunjukkan bahwa fluktuasi harga barang memiliki dampak langsung terhadap daya beli
konsumen.

6. Mode: Barang yang mengikuti tren cenderung lebih banyak dibeli di pasar karena
konsumen cenderung mengikuti mode dan gaya hidup terkini. Tren ini mendorong
peningkatan konsumsi karena masyarakat merasa terdorong untuk membeli produk-
produk yang dianggap sedang populer.

Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa daya beli konsumen sangat dipengaruhi oleh
berbagai aspek ekonomi, sosial, dan psikologis, yang memengaruhi kemampuan mereka
untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka.

Inflasi

Inflasi merupakan kondisi di mana harga barang dan jasa cenderung meningkat secara
berkesinambungan dalam jangka waktu tertentu. Hal ini menyebabkan penurunan nilai uang
dan berkurangnya daya beli masyarakat. Dengan kata lain, jumlah uang yang sama tidak dapat
membeli sejumlah barang dan jasa yang sama seperti sebelumnya (Rangkuty dkk., 2024).
Inflasi berbeda dari deflasi yang merupakan penurunan harga secara umum dalam suatu
ekonomi.

Penyebab utama inflasi meliputi peningkatan permintaan terhadap barang dan jasa
yang melebihi kapasitas produksi, peningkatan biaya produksi, atau kombinasi dari kedua
faktor tersebut. Akibatnya, perusahaan mungkin akan menaikkan harga untuk
mempertahankan profitabilitas. Dalam konteks ekonomi, inflasi berdampak pada banyak
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aspek kehidupan. Orang mungkin lebih memilih untuk bekerja dibandingkan berinvestasi

dalam lembaga keuangan atau instrumen investasi lainnya. Ini terjadi karena inflasi

menyebabkan tiga masalah utama (Rangkuty dkk., 2024):

1. Lemahnya Efisiensi dan Produktivitas Produksi: Dengan inflasi, biaya produksi meningkat
karena harga bahan baku, energi, tenaga kerja, dan modal naik. Hal ini dapat mengurangi
margin keuntungan perusahaan dan menurunkan produktivitas.

2. Kenaikan Biaya Modal: Inflasi dapat menyebabkan kenaikan suku bunga, yang berarti
perusahaan harus membayar lebih untuk pinjaman modal. Ini dapat memperburuk beban
keuangan bagi perusahaan yang membutuhkan modal untuk beroperasi, berinvestasi,
atau memperluas bisnis mereka.

3. Ketidakjelasan Ongkos dan Pendapatan di Masa Depan: Ketidakpastian inflasi membuat
perencanaan keuangan menjadi lebih sulit, karena sulit untuk memprediksi harga barang
dan jasa di masa depan dengan akurat. Hal ini dapat membuat konsumen dan bisnis lebih
berhati-hati dalam mengambil keputusan, baik itu dalam hal pengeluaran konsumtif atau
investasi.

Secara keseluruhan, inflasi merupakan fenomena yang menarik perhatian berbagai
negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, karena dampaknya yang signifikan terhadap
ekonomi, daya beli masyarakat, dan pengambilan keputusan investasi.

Stabilitas Ekonomi

Stabilitas ekonomi melibatkan beberapa faktor kunci, seperti inflasi yang rendah,
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, tingkat pengangguran yang rendah, dan stabilitas
sistem keuangan. Mencapai dan mempertahankan stabilitas ini sangat penting untuk
mendorong pembangunan ekonomi vyang berkelanjutan, sekaligus memastikan
kesejahteraan bagi individu dan bisnis di suatu negara. (Meiyenti, Agustina, Primadhany,
Tumija, & Nalien, 2023)

Inflasi dan Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai komponen penting dari stabilitas
ekonomi, memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Inflasi dapat mempengaruhi penerimaan PPN melalui berbagai mekanisme. Sebagai contoh,
inflasi yang tinggi dapat menurunkan daya beli masyarakat, sehingga mengurangi volume
penjualan barang dan jasa yang dikenakan PPN. Sebaliknya, kenaikan harga dasar barang dan
jasa akibat inflasi dapat meningkatkan jumlah PPN yang dipungut, tergantung dari kebijakan
tarif yang diterapkan pemerintah. Selain itu, perilaku konsumen juga dapat berubah selama
periode inflasi tinggi, di mana mereka cenderung mempercepat pembelian untuk
menghindari harga yang lebih tinggi di masa depan, yang secara tidak langsung meningkatkan
penerimaan PPN dalam jangka pendek. (Oktaviani, Syafitri, & Munandar, 2024)

Pada tahun 2018-2021, Indonesia menghadapi peningkatan ketidakpastian global
yang signifikan. Sebagian besar fluktuasi ini dipengaruhi oleh perang dagang antara Amerika
Serikat dan Cina ditambah dampak dari pandemi COVID-19 yang melanda di hampir seluruh
dunia. Akibatnya, terjadi lonjakan harga komoditas utama yang memicu inflasi tinggi di
berbagai negara, termasuk Indonesia (Oktaviani, Syafitri, & Munandar, 2024). Badan Pusat
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Statistik (BPS) juga mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun
terakhir telah menunjukkan variasi yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh berbagai
tantangan seperti fluktuasi nilai tukar, tekanan inflasi, dan ketidakpastian pasar global. (Ainur,
2024)

Ketidakpastian ekonomi global terus menjadi tantangan signifikan yang memengaruhi
inflasi dan kestabilan ekonomi nasional. Faktor-faktor seperti ketegangan politik, perubahan
kebijakan moneter, dan krisis ekonomi di negara-negara besar telah menciptakan tekanan
inflasi melalui peningkatan harga komoditas, nilai tukar mata uang, dan arus modal.
Pemulihan ekonomi global yang lambat memperparah situasi dengan kenaikan harga energi
dan makanan serta ketatnya pasar tenaga kerja di negara-negara maju. Dalam konteks ini,
inflasi yang tidak terkendali dapat mengganggu kestabilan ekonomi, sementara inflasi yang
rendah dan stabil sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Selain itu, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), yang mencerminkan
keberhasilan pembangunan ekonomi, sering kali diiringi dengan kenaikan inflasi akibat
peningkatan pendapatan dan konsumsi masyarakat. Hal ini menjadi perhatian utama, karena
konsumsi yang berlebihan dapat memperburuk inflasi.

Faktor-faktor global yang telah terjadi memiliki pengaruh besar pada tingkat stabilitas
ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, pentingnya menjaga stabilitas ekonomi dalam
menghadapi tantangan eksternal, terutama dalam konteks penerimaan negara seperti PPN
yang rentan terhadap perubahan ekonomi global.

Ihtisab

Prinsip ihtisab berakar pada tradisi aturan Islam dan berfungsi untuk memutuskan
keadilan pada pasar, termasuk pada kebijakan pajak dan harga barang. Istilah ini tak jarang
dihubungkan menggunakan ihtisab, yang berarti mempertahankan aturan yang terdapat
hingga terdapat bukti baru yang mengubahnya. Menurut Wahbah Zuhaili, metode ini krusial
buat memastikan kebijakan perpajakan yang adil, misalnya planning kenaikan tarif Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% dalam tahun 2025.

Dalam konteks ini, ihtisab pula berperan melindungi kesejahteraan rakyat
menggunakan mencegah praktik merugikan misalnya monopoli dan penimbunan barang.
Pengawasan yang ketat dibutuhkan supaya stabilitas harga permanen terjaga dan pengaruh
negatif berdasarkan kenaikan pajak bisa diminimalisir.

Edukasi pada rakyat tentang tujuan dan penggunaan dana berdasarkan kebijakan
pajak sangat krusial. Dengan pemahaman yang baik, rakyat diperlukan bisa mendapat
kebijakan tadi menggunakan lebih positif.

Secara keseluruhan, penerapan prinsip ihtisab pada supervisi kebijakan pajak & harga
barang adalah langkah strategis buat mencapai ekuilibrium antara peningkatan pendapatan
negara dan perlindungan kesejahteraan rakyat. Pendekatan yang adil dan transparan, dan
dukungan edukasi pada rakyat, akan memperkuat donasi sistem perpajakan terhadap
kesejahteraan bersama.
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METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, digunakan metode studi pustaka untuk menganalisis dampak
kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap pendapatan nasional, daya beli
masyarakat, dan stabilitas ekonomi. Metode studi pustaka merupakan pendekatan
pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah berbagai literatur dan sumber tertulis
yang relevan dengan topik yang dibahas. Dalam konteks ini, peneliti akan mengumpulkan
informasi dari buku, artikel ilmiah, laporan penelitian sebelumnya, serta sumber-sumber lain
yang membahas PPN dan pengaruhnya terhadap perekonomian.

Proses pengumpulan data dimulai dengan mencari literatur yang berkaitan dengan
kebijakan perpajakan, khususnya PPN, dan dampaknya terhadap ekonomi. Peneliti akan
menjelajahi dan menganalisis buku-buku akademik, jurnal ilmiah, artikel berita, serta laporan
resmi dari pemerintah atau lembaga terkait. Dengan mengkaji berbagai referensi ini, peneliti
dapat memperoleh wawasan yang mendalam mengenai bagaimana kenaikan tarif PPN dapat
memengaruhi pendapatan nasional dan daya beli masyarakat.

Analisis data akan dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan tematik. Peneliti
akan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari literatur yang telah ditelaah,
termasuk pengaruh kenaikan tarif PPN terhadap pendapatan nasional, dampaknya pada daya
beli masyarakat, serta implikasinya terhadap stabilitas ekonomi. Temuan dari analisis ini
diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai dampak kebijakan pajak
tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Kenaikan PPN terhadap Pendapatan Nasional

Pendapatan Nasional dianggap sebagai salah satu indikator penting dalam menilai
kesejahteraan ekonomi suatu negara, aspek ini mencerminkan kemampuan negara tersebut
dalam menghasilkan pendapatan di berbagai sektor ekonomi. Di Indonesia, pertumbuhan
pendapatan nasional menunjukkan peningkatan ekonomi yang sangat pesat, pertumbuhan
tersebut tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor internal saja, namun didukung oleh faktor-
faktor eksternal juga, seperti kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang direncanakan
akan meningkat dari 11% menjadi 12% mulai tahun 2025.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki peran penting sebagai salah satu sumber
pendapatan negara. Kenaikan tarif PPN menjadi 12% berpotensi meningkatkan penerimaan
negara secara keseluruhan. Namun, kebijakan ini juga berisiko menimbulkan dampak negatif,
seperti melemahnya pertumbuhan ekonomi agregat akibat kenaikan harga barang dan jasa,
yang dapat menimbulkan penurunan daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok
berpenghasilan rendah. Penurunan daya beli ini dapat mengurangi konsumsi rumah tangga,
yang merupakan komponen utama dari permintaan agregat. Hal tersebut, dapat
mempengaruhi laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia. Penurunan
permintaan barang dan jasa dapat membuat pelaku usaha menunda atau mengurangi
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investasi, sehingga akan memengaruhi produktivitas dan pertumbuhan ekonomi dalam
jangka panjang.

Oleh karena itu, penting untuk menciptakan keseimbangan antara upaya
meningkatkan pendapatan negara dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi serta
kesejahteraan masyarakat.

Selain dampak negatif yang telah dijelaskan sebelumnya, Kenaikan tarif Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) berpotensi memberikan dampak positif terhadap pendapatan
nasional. Dengan kenaikan tarif PPN, pemerintah dapat meningkatkan penerimaan pajak
secara signifikan. Peningkatan penerimaan ini dapat memperkuat anggaran negara,
menciptakan stabilitas fiskal, dan menurunkan ketergantungan terhadap pembiayaan melalui
utang. Stabilitas fiskal juga dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap
perekonomian Indonesia, sehingga mendorong aliran investasi asing. selain itu, peningkatan
pendapatan pajak dapat dialokasikan ke sektor-sektor yang sangat penting, seperti
infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Pengembangan sektor-sektor ini akan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kapasitas produksi nasional. Hal
ini akan membantu dalam pertumbuhan pendapatan nasional dalam jangka panjang.

Pengaruh Kenaikan PPN terhadap Daya Beli Masyarakat

Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% diprediksi akan
mempengaruhi daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah.
Dengan adanya tarif PPN yang lebih tinggi, harga barang dan jasa dipastikan akan naik, dan
beban tersebut umumnya akan ditanggung oleh konsumen akhir. Kondisi ini akan
memengaruhi kemampuan finansial masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari
mereka. Bagi kelompok berpendapatan rendah kenaikan harga barang dan jasa ini membawa
beban yang lebih besar, mengingat pendapatan mereka yang terbatas tidak sebanding
dengan kenaikan biaya hidup. Mereka terpaksa harus mengurangi konsumsi barang-barang
non-esensial atau mencari alternatif yang lebih murah untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Kenaikan PPN ini juga dapat berdampak langsung pada pola konsumsi masyarakat
berpenghasilan rendah. Dengan biaya hidup yang meningkat, mereka mungkin harus
mengalihkan pengeluaran dari barang-barang yang lebih mahal dan berkualitas tinggi ke
barang-barang substitusi yang lebih murah. Ini bisa berdampak pada sektor industri yang
memproduksi barang-barang kebutuhan tersebut, serta usaha kecil dan menengah (UMKM)
yang bergantung pada daya beli masyarakat. Jika konsumsi rumah tangga menurun, sektor
usaha yang bersinggungan langsung dengan konsumen seperti perdagangan, jasa, dan
makanan-minuman akan merasakan penurunan pendapatan, yang dapat memicu penurunan
lapangan kerja dan ketidakstabilan ekonomi di skala lokal dan nasional.

Selain itu, dampak negatif dari kenaikan PPN dapat memperburuk ketimpangan sosial
di Indonesia. Kenaikan harga barang dan jasa cenderung lebih terasa bagi kelompok
berpendapatan rendah yang sudah berada pada garis kemiskinan atau hampir miskin. Mereka
mungkin tidak mampu menyesuaikan pengeluaran mereka dengan cepat, yang dapat
mengarah pada penurunan kualitas hidup, kurangnya akses terhadap barang-barang penting,
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dan peningkatan kesenjangan sosial. Dalam jangka panjang, penurunan daya beli ini dapat
mempengaruhi tingkat pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial masyarakat,
menghambat upaya pemerintah untuk mencapai pemerataan kesejahteraan dan
pembangunan yang inklusif.

Untuk meredam dampak negatif ini, kebijakan mitigasi seperti pengecualian barang-
barang kebutuhan pokok dari PPN serta pemberian subsidi langsung kepada kelompok
berpendapatan rendah sangat penting. Pemerintah juga perlu menyampaikan penjelasan
yang komprehensif kepada masyarakat mengenai alasan di balik kenaikan PPN ini, serta
menjelaskan bagaimana hasil dari pajak tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung
pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan pengelolaan kebijakan yang
bijaksana, kenaikan PPN dapat diimbangi dengan upaya untuk menjaga daya beli masyarakat,
mendorong konsumsi yang lebih sehat, dan meningkatkan kualitas hidup di seluruh lapisan
masyarakat.

Perubahan Harga Barang dan Jasa serta Dampaknya pada Pola Konsumsi

Kenaikan tarif PPN dapat memiliki hubungan yang signifikan dengan inflasi serta harga
barang dan jasa di pasar. Peningkatan tarif ini dapat menyebabkan harga barang dan jasa naik,
yang terjadi akibat meningkatnya biaya produksi dan distribusi. Kondisi ini dapat berdampak
terhadap pola konsumsi masyarakat dan perkonomian secara keseluruhan.

Kenaikan tarif PPN secara langsung meningkatkan harga barang dan jasa di pasar, yang
berkontribusi pada peningkatan inflasi. Ketika PPN dinaikkan menjadi 12%, harga barang-
barang akan meningkat karena beban pajak tambahan ini dialihkan kepada konsumen.
Produsen sering kali tidak dapat menyerap kenaikan PPN sepenuhnya tanpa meningkatkan
harga produk, sehingga biaya produksi dan distribusi barang menjadi lebih tinggi. Akibatnya,
harga barang dan jasa di pasar pun ikut naik. Kenaikan harga ini menciptakan tekanan inflasi
karena indeks harga barang dan jasa secara keseluruhan meningkat.

Untuk kelompok berpendapatan rendah, dampak ini lebih terasa karena mereka tidak
memiliki banyak pilihan untuk menyesuaikan pola konsumsi dengan cepat. Kenaikan harga
barang dan jasa akan menurunkan daya beli mereka, karena pengeluaran mereka sebagian
besar digunakan untuk kebutuhan dasar seperti makanan, energi, dan perawatan kesehatan.
Dalam kondisi inflasi tinggi, upaya mereka untuk menyesuaikan diri dengan kenaikan harga
menjadi lebih sulit, dan mereka terpaksa memilih barang yang lebih murah, meskipun
kualitasnya lebih rendah. Ini berdampak buruk pada kualitas kehidupan mereka karena
mereka mungkin harus mengorbankan kesehatan atau pendidikan demi memenuhi
kebutuhan dasar yang lebih mendesak.

Di pasar, kenaikan tarif PPN juga dapat mengurangi permintaan terhadap barang-
barang tertentu karena konsumen terutama yang berpendapatan rendah, mungkin
mengurangi pembelian barang non-esensial atau beralih ke merek yang lebih terjangkau. Hal
ini dapat memengaruhi dinamika penawaran dan permintaan di pasar, yang pada gilirannya
dapat memengaruhi harga dan tingkat persaingan. Dalam jangka panjang, kenaikan PPN yang
tidak diimbangi dengan kebijakan mitigasi yang efektif dapat memperburuk ketimpangan
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sosial karena kelompok-kelompok yang paling terdampak adalah mereka yang memiliki
pendapatan terbatas dan tidak dapat dengan mudah beradaptasi dengan kenaikan harga.
Kenaikan PPN yang menyebabkan inflasi tinggi dapat mengurangi stabilitas ekonomi dan
menghambat pertumbuhan ekonomi, serta menambah tekanan pada pengangguran dan
ketimpangan sosial.

Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Hasil Kebijakan Kenaikan PPN

Pada tahun 2024, terdapat beberapa tantangan global besar yang menjadi perhatian,
diantaranya konflik geopolitik, perubahan kepemimpinan politik di berbagai negara, serta
proyeksi ekonomi global yang suram di beberapa negara besar. Ketegangan yang muncul dari
perang Ukraina-Rusia, ketegangan di Timur Tengah, serta situasi di Laut Cina Selatan
menciptakan ketidakpastian yang dapat memicu ancaman tarif impor dan pembatasan
perdagangan. Selain itu, dampak COVID-19, yang telah memengaruhi hampir seluruh aspek
kehidupan manusia, masih terasa dan menjadi tantangan serius bagi dunia. Pandemi ini telah
membawa perubahan signifikan dalam cara kita bertahan hidup, bekerja, dan berinteraksi.
Aktivitas ekonomi terhambat oleh pembatasan sosial, yang mengganggu rantai pasokan
global dan memaksa masyarakat untuk beradaptasi dengan pola kerja dan bisnis yang baru.

Di tengah tekanan geopolitik dan ekonomi global tersebut, Indonesia menunjukkan
ketahanan ekonomi yang cukup baik. Di tahun 2024, pemerintah berhasil menjaga
pertumbuhan ekonomi di atas 5% meskipun ada berbagai tantangan seperti konflik geopolitik
dan ketegangan di pasar komoditas. Stabilitas ekonomi ini menjadi faktor penting dalam
memitigasi dampak dari kenaikan tarif PPN terhadap daya beli masyarakat dan penerimaan
negara. Pertumbuhan ini juga mendukung penguatan basis pajak melalui peningkatan
konsumsi dan produksi barang serta jasa.

Selain itu, Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencerminkan
keberhasilan pembangunan ekonomi, sering kali diiringi dengan kenaikan inflasi akibat
peningkatan pendapatan dan konsumsi masyarakat. Hal ini menjadi perhatian utama, karena
konsumsi yang berlebihan dapat memperburuk inflasi. Meskipun demikian, Bank Indonesia
memproyeksikan bahwa Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada tahun 2024 akan terus
mengalami pertumbuhan positif, dengan defisit transaksi berjalan yang diperkirakan stabil
pada kisaran 0,1-0,9% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Gubernur BI, Perry Warijiyo,
menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan pada tahun 2024
diproyeksikan berada dalam rentang 4,7-5,5% dan pertumbuhannya diperkirakan akan
meningkat pada 2025.

Surplus ekonomi menjadi tambahan faktor yang turut mendukung stabilitas ekonomi
di Indonesia. Pada kuartal 111-2024, Neraca Pembayaran Indonesia mencatat surplus sebesar
USD 5,9 miliar, meningkat mengalami peningkatan signifikan dibandingkan defisit USD 0,6
miliar pada kuartal sebelumnya. Surplus ini didukung oleh penurunan defisit transaksi
berjalan, peningkatan pendapatan dari jasa perjalanan, remitansi pekerja migran, serta
lonjakan investasi asing di sektor pengolahan, pertambangan, dan perdagangan.
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Meskipun demikian, situasi ekonomi global diperkirakan akan tetap menghadapi
tantangan besar pada 2025. Menurut proyeksi IMF, pertumbuhan ekonomi global akan
mencapai 3,2% di tahun tersebut. Awalnya, IMF memprediksi angka pertumbuhan akan
mencapai 3,3%, namun angka ini direvisi turun menjadi 3,2% akibat adanya peringatan
meningkatnya risiko perang dan proteksionisme perdagangan.

Dalam menghadapi risiko global, pemerintah terus memanfaatkan kebijakan yang
bersifat adaptif, seperti menjaga stabilitas nilai tukar, mengontrol inflasi, dan meningkatkan
daya saing investasi. Hal ini memastikan bahwa kenaikan tarif PPN tidak berdampak signifikan
pada stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Hal ini didukung oleh strategi fiskal yang
responsif dan kebijakan moneter yang adaptif. Pertumbuhan ekonomi ke depannya akan
tetap baik dengan dorongan oleh konsumsi pemerintah dan rumah tangga, aktivitas belanja
pemerintah yang meningkat serta indeks keyakinan konsumen yang terjaga. Untuk mengatasi
fluktuasi eksternal, langkah-langkah yang dilakukan mencakup subsidi energi, pengendalian
harga pangan, dan pemberian insentif investasi, memastikan kenaikan tarif PPN tidak
berdampak signifikan pada stabilitas ekonomi secara keseluruhan sekaligus menjaga
penerimaan negara tetap stabil.

Kesimpulannya, kenaikan tarif PPN di tengah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang
cukup stabil memiliki dampak dua sisi. Dari analisis pertumbuhan ekonomi Indonesia yang
stabil di tengah tantangan global, kenaikan PPN memberikan kontribusi signifikan pada
penerimaan negara, yang diperlukan untuk pembiayaan program prioritas seperti
pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Stabilitas ini memungkinkan pemerintah
untuk menjaga kesinambungan pembangunan ekonomi tanpa mengganggu pertumbuhan
konsumsi secara signifikan. Namun, kenaikan tarif PPN juga menimbulkan risiko bagi daya beli
masyarakat. Pemerintah telah memitigasi dampak ini melalui kebijakan subsidi energi,
pengendalian harga pangan, dan pemberian insentif investasi. Strategi ini tidak hanya
melindungi masyarakat berpenghasilan rendah tetapi juga memastikan sektor usaha tetap
produktif. Pertumbuhan yang kuat juga mendorong basis pajak yang lebih luas, melalui
peningkatan konsumsi dan produksi barang serta jasa.

Dengan surplus neraca pembayaran dan investasi asing yang meningkat,
perekonomian Indonesia menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi terhadap tekanan
global. Oleh karena itu, kenaikan tarif PPN dapat dimanfaatkan secara optimal untuk
memperkuat penerimaan negara tanpa merusak stabilitas ekonomi secara keseluruhan,
selama kebijakan penyeimbang terus diterapkan.

Penerapan Prinsip /htisab dalam Pengawasan Kebijakan Pajak dan Harga Barang
Penerapan prinsip ihtisab dalam kebijakan perpajakan dan pemantauan harga
komoditas sangat krusial untuk menegakkan keadilan serta meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Prinsip ini menekankan tanggung jawab moral dan sosial dalam pengaturan
pasar, termasuk dalam hal pajak dan harga barang. Dalam konteks ini, rencana untuk
menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada tahun 2025 perlu
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diperhatikan dengan seksama agar tidak membebani masyarakat, terutama di daerah dengan
pendapatan rendah.

Kenaikan tarif PPN berpotensi meningkatkan pendapatan pemerintah untuk
pembangunan, tetapi jika tidak diimbangi dengan pengawasan yang memadai, hal ini dapat
berdampak negatif pada daya beli masyarakat. Prinsip ihtisab mendorong transparansi dalam
penetapan harga dan pemerataan beban pajak, sehingga kenaikan pajak tidak semakin
memperburuk ketimpangan sosial. Pengendalian harga juga bertujuan untuk mencegah
praktik penipuan seperti monopoli dan penimbunan barang. Oleh karena itu, pemerintah
harus memastikan bahwa pelaku ekonomi tidak menaikkan harga secara berlebihan akibat
kenaikan PPN. Dengan demikian, stabilitas perekonomian dapat terjaga dan masyarakat
terlindungi dari dampak negatif kebijakan tersebut.

Selain itu, pemerintah perlu menjelaskan kepada masyarakat mengenai tujuan
kenaikan tarif PPN dan bagaimana dana tersebut akan digunakan untuk kepentingan publik.
Edukasi ini penting agar masyarakat memahami dan menerima kebijakan tersebut. Langkah-
langkah mitigasi seperti pengecualian PPN pada barang-barang kebutuhan pokok dan
pemberian subsidi kepada masyarakat berpenghasilan rendah juga diperlukan untuk
melindungi daya beli mereka.

Prinsip ihtisab membantu pemerintah mencapai keseimbangan antara peningkatan
pendapatan negara dan perlindungan terhadap kesejahteraan rakyat. Dengan pendekatan
yang adil dan responsif, sistem perpajakan dapat mendukung kesejahteraan bersama.
(Mangngalla, 2024).

SIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa analisis menekankan perekonomian Indonesia dapat
mengalami dampak positif dan negatif dari kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari
11% menjadi 12% pada tahun 2025. Di satu sisi, kebijakan ini dapat meningkatkan penerimaan
negara, yang dapat digunakan untuk membangun sektor-sektor penting seperti infrastruktur,
pendidikan, dan kesehatan, serta memperkuat stabilitas fiskal dan menarik investasi asing. Di
sisi lain, kenaikan PPN dapat mengurangi daya beli masyarakat, terutama di kelompok
berpenghasilan rendah, yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, menurunkan
konsumsi rumah tangga, dan memperburuk ketimpangan sosial.

Untuk mengurangi dampak negatif tersebut, perlu adanya langkah mitigasi, seperti
pengecualian PPN pada barang kebutuhan pokok, pemberian subsidi kepada kelompok
rentan, dan pengendalian harga barang. Stabilitas ekonomi Indonesia yang terjaga juga
sangat penting dalam mengelola kebijakan ini. Penerapan prinsip ihtisab dalam pengawasan
pajak dan harga barang diperlukan untuk memastikan adanya transparansi dan keadilan.
Dengan pengelolaan yang baik, kenaikan tarif PPN dapat memperkuat penerimaan negara
tanpa merugikan daya beli masyarakat atau mengganggu stabilitas ekonomi.
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